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BABV

PENUTUP

5.1 Kesmpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1)

2)

3)

Target penerimaan Pgjak Bumi dan Bangunan Pemerintah kota Surabaya
pada tahun 2017 sebesar 1.000.000.000.000 dan yang terealisasi sebesar
1.007.141.063.301 dengan persentase lebih dari 100%, pada tahun dari
target yang ditentukan sebesar Rp. 1.125.000.000.000 dan yang terealisasi
sebesar 1.165.518.388.677 dan pada tahun 2019 target naik menjadi
1.220.000.000.000, yang teredlisasi sebesar 1.250.570.020.598

Target terbesar penerimaan Pgja Bumi dan Bangunan pemerintah kota
Surabaya adalah pada tahun 2019 sebesar 1.122.000.000.000 dan
realisasinya sebesar 1.250.570.020598 hal tersebut menunjukan bahwa
target penerimaan pada tahun 2019 naik 19,56% dari tahun 2018 dan 22%
dari tahun 2017.

Target penerimaan Pgjak Bumi dan Bangunan dari tahun 2017 sampai tahun
2019 sdau mencapa lebih dari 100% hal ini menunjukan bahwa
penerimaan Pgjak Bumi dan Bangunan pemerintah kota Surabaya pada tiga
tahun terakhir sangat efektit.

Sistem pemungutan pagjak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak

Daerah pemerintah kota Surabaya adalah Official Assestmen System dimana
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penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) akan ditentukan oleh BPKPD dan
wajib pajak hanya mengis Surat Pemberitahuan Pgjak Terutang (SPPT).

5) Penerimaan Pgak Bumi dan Bangunan pemerintah kota surabaya akan
menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bertujuan

untuk meningkatkan pembangunan kota Surabaya.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat

diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1) Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pgjak Daerah (BPKPD)

pemerintah kota Surabaya.

Sosidlisas dan penyuluhan dilakukan secara rutin kepada masyarakat
(terutama kepada wajib pgjak yang tidak taat untuk membayar pagjak) mengenai
peraturan pajak yang berlaku, agar masyarakat atau wajib pgak mengerti tujuan
dan manfaat membayar Pajak Bumi dan Bangunan. BPKPD perlu bertindak tegas
kepada setigp oknum-oknum yang lebih mencari keuntungan pribadi dalam
pemungutan Pgjak Bumi dan Bangunan. Melakukan pemantauan terhadap obyek
Pgjak Bumi dan Bangunan dengan cara melakukan survei di lapangan dan juga
meningkatkan pelayanan dan memberikan fasilitas yang mudah, praktis kepada

wajib pajak sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak.
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2) Bagi Pendliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebaga bahan perbandingan dan
referensi dalam penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk memperdalam
penelitian mengenai Pgjak Bumi dan Bangunan. Peneliti selanjutnya juga
diharapkan agar bisa mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait
dengan Pagjak Bumi dan Bangunan penditi selanjutnya disarankan untuk
memberikan kusioner dan memperluas cakupan responden agar penelitian dapat

mewakili fenomena yang sebenarnya.
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